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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu organisasi perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan 

dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap 

tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; telah 

membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin 

adanya keselarasan dalam hal organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mojokerto 

yang mengatur organisasi dan tata kerja Inspektorat. Pada Tahun 2016, Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto bersama DPRD Kabupaten Mojokerto menerbitkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021, 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

menyelenggarakan fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati 

dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi; 

g. pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah; 

h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh In sp ek t u r  dan  

d i ban tu  o leh  Inspektur Pembantu,  yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I, 

Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur 

Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus, yang didukung oleh 

Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, antara lain: Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Keuangan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi serta Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. Selain itu juga didukung oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur 

Pembantu pada  Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : 

1) Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :  

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 

b) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam 

melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan 

pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di 

lingkungan Inspektorat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Sekretariat mempunyai fungsi : 
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a) pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan 

anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja 

sama; 

b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 

analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring 

dan evaluasi pencapaian kinerja; 

c) pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah 

tangga; 

e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 

f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

2) Inspektur Pembantu Wilayah 

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu 

Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, Inspektur 

Pembantu mempunyai fungsi : 

a) pelaksanaan pengusulan program pengawasan; 

b) pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap Perangkat Daerah; 

c) perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

d) pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; 

e) pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah dan Pemerintah Desa; 

f) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat 

Daerah; 

g) perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; 

h) pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya; 

i) pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
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j) perumusan laporan hasil pengawasan; 

k) pelaksanaan konsultasi pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelolaan keuangan 

daerah dan desa; 

l) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 

m) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur. 

Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari: 

a) Inspektur Pembantu Wilayah I; 

b) Inspektur Pembantu Wilayah II; 

c) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan 

d) Inspektur Pembantu Wilayah IV. 

3) Inspektur Pembantu Khusus 

Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu Inspektur 

dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana 

korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur 

Pembantu Khusus mempunyai fungsi : 

a) pelaksanaan pengusulan program pengawasan; 

b) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; 

c) pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; 

d) pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu; 

e) pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi; 

f) pelaksanaan konsultasi penanganan kasus; 

g) koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan 

aparat penegak hukum; 

h) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan 

tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur. 

4) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur 

dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian, 

keterampilan dan kebutuhan. 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan 

tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
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2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT 
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 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam 

jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan 

tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Menyadari hal tersebut, Inspektorat 

Kabupaten Mojokerto senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas 

maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di 

lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2021 sebanyak 64 

orang, dengan rincian 51 orang berstatus PNS (80%), 4 orang CPNS (6,2%), 

dan 9 orang Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (13,8%). Dari total tersebut, 

51,6 persen berjenis kelamin laki-laki dan 48,4 persen perempuan. Sedangkan 

berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan terakhir 

magister (S2) yaitu sebanyak 15 orang, yang berpendidikan terakhir    sarjana (S1) 

sebanyak 39 orang dan berpendidikan SLTA/SMP sebanyak  8 orang. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Mojokerto didukung oleh 

personil Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang cukup 

berkualitas berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun rincian sumber 

daya APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto (PNS/CPNS) sampai tahun 2021 

dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di 
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 

 
Jenis 

Kelamin 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah SMP/ 
Setara 

SMA/ 
Setara 

D3/ 
Sarjana 
Muda 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

Laki Laki - 4 - 14 8 - 26 

Perempuan - 0 - 22 7 - 29 

Jumlah - 4 - 36 15 - 55 

Persentase - 7 - 65 27 - 100 
Sumber : Kepegawaian Inspektorat, 2021 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase 

terbesar personil berdasarkan tingkat pendidikan formal di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto yaitu pendidikan S-1 sebesar 65%. 

Selanjutnya pendidikan tingkat S-2 sebesar 27%, dan SMA sebesar 7%, 
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kondisi ini dapat menggambarkan kualitas personil di lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang cukup baik.  

Selain pendidikan formal, personil APIP di lingkungan Inspektorat 

Kabupaten Mojokerto dituntut terus meningkatkan kompetensi melalui 

pendidikan secara non formal agar dapat semakin berkompeten, 

berkualitas, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Adapun komposisi personil dengan pendidikan yang telah diikuti baik 

informal maupun non formal adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non 
Formal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto sampai dengan 

Tahun 2021 

 
Jenis Kelamin 

Jenis Diklat/Bimtek 
Jumlah Diklatpim Diklat 

Penjenjangan 
Diklat 
Teknis 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

PIM 
III 

PIM IV Madya Muda Perta
ma 

     

Laki Laki -  4   - 14 8 - 26 

Perempuan -  0   - 22 7 - 29 

Jumlah -  4   - 36 15 - 55 

Persentase -  7   - 65 27 - 100 

Sumber : Kepegawaian Inspektorat , 2021 

Diharapkan personil di lingkungan Inspektorat Kabupaten 

Mojokerto dapat terus meningkatkan pengetahuan serta pendidikannya 

yang lebih tinggi, agar dapat semakin berkualitas dalam melaksanakan 

tugas pokoknya. 

Tabel 2. 2 Komposisi Personil Berdasarkan Kepangkatan di Lingkungan 
Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 

Jenis 
Kelamin 

Golongan 
Pangkat 

 
Jml 

II/a II/b II/c 
II/ 
d 

III/ 
a 

III/ 
b 

III/ 
c 

III/ 
d 

IV/ 
a 

IV/ 
b 

IV/ 
c 

Laki Laki - - 3 - 2 2 6 4 2 4 1 24 

Perempuan - - - 1 3 4 4 5 1 3 - 21 

Jumlah - - 3 1 5 6 10 9 3 7 1 45 

 Gambaran tabulasi kepangkatan pada table 2.2 terlihat golongan 

III/c memiliki presentase terbesar yakni 22%, hal ini merupakan 
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potensi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada 

jabatan Struktural maupun fungsional struktur organisasi  Inspektorat  

Kabupaten Mojokerto. 

 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan 

peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah 

Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas 

pengawasan yang professional dalam rangka mendukung terwujudnya 

pemerintah yang good governance. Pengawasan yang profesional 

memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu 

landasan metodologi, sikap kerja yang berintegrasi secara profesi dan 

senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang 

keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih. 

Terwujudnya good governance mengandung makna bahwa 

Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line 

perwujudan good governance dengan bersikap pro aktif dan terpercaya 

dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju  tata  

kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kewajiban moral tersebut 

diimplementasikan melalui transformasi birokrasi Inspektorat yang 

menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan pengawasan 

fungsional dengan memperhatikan prinsip prinsip accountability, equity, 

efectivness dan efisiency, responsiveness serta transparency. 

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah 

ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2016- 

2021 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 

2016-2021. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang 

ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga 
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pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam 

Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,  yaitu pencapaian 

tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan 

organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas good 

governance serta mewujudkan birokrasi yang modern.
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 Adapun beberapa hal yang menjadi penghambat maupun 

pendorong keberhasilan pelayanan Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2. 6 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja 
Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2016 - 2020 

No Indikator Faktor Pendorong Faktor Penghambat 
1 Jumlah Pelaporan 

pertanggungjawaban 
keuangan SKPD lebih tertib 

Pelaksanaan pengawasan 
pada seluruh OPD dan 
Pemerintahan Desa 

- 

2 Terselesaikannya beberapa 
permasalahan/kasus 

- Pada tahun-tahun politik 
jumlah pengaduan 
semakin tinggi 

3 Persentase Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah lebih 
tertib 

Sinergitas antara BPKAD 
dengan seluruh OPD 
terkait laporan keuangan 

- 

4 Peningkatan pengetahuan 
pada aparatur pengawasan 
fungsional tentang 
akuntabilitas kinerja 

- Jumlah anggaran 
diklat tentang 
akuntabilitas 
 kinerja 
tidak mencukupi 

5 Persentase tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pemeriksaan dengan instasi 
vertikal lain (Inspk Provinsi, 
BPK, BPKP, dan Irjen) 

- Rendahnya  
pemenuhan tindak 
lanjut terkait temuan 
materiil 

6 Persentase tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pemeriksaan di lingkungan 
SKPD 

Selalu dilakukan 
Pembinaan dan 
konsultasi terkait 
pengelolaan keuangan 
oleh APIP 

TindakLanjut 
Rekomendasi pada 
Pemerintahan Desa 
sangat rendah dan 
paling besar    jumlah 
temuannya 

Sumber: Inspektorat, 2020 

 

2.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten 

Mojokerto antara lain: 

1) Gedung Kantor sejumlah 6 bangunan; 

2) Peralatan Kantor; dan 

3) Kendaraan operasional pegawai Inspektorat Kabupaten Mojokerto sejumlah 

9 unit; 

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2020 

No Sarana Jumlah No Sarana Jumlah 

1 Kendaraan Roda 4 6 Unit 14 Brankas 1 Unit 

2 Kendaraan Roda 2 7 Unit 15 Meja Kerja 32 Buah 

3 Komputer 9 Unit 16 Meja Rapat 3 Buah 
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4 Notebook / Laptop 34 Unit 17 Meja Kantor 3 Buah 

5 Printer 19 Unit 18 Meja Tulis 3 Buah 

6 Hard Disk 2 Unit 19 Meja Tulis Eselon 7 Unit 

7 Server 1 Unit 20 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Unit 

8 Lemari Besi 19 Unit 21 Meja Kursi Tamu 2 Buah 

9 Lemari Rak 1 Unit 22 LCD Proyektor 2 Unit 

10 Filling Cabinet 12 Buah 23 TV 1 Unit 

11 Sound System 1 Paket 24 Camera Electonic 1 Unit 

12 Kursi Putar 17 
Buah 

25 Core Drill 
2 Unit 

13 Kursi Kerja 5 Buah 26 Telephone/Faximile 1 Buah 

   27 AC 14 Buah 

Sumber: Kartu Invetaris Barang (KIB) Inspektorat, 2020 

 
 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat 

beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat  

Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pelayanan, antara lain: 

A. Tantangan 

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur. 

2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola 

pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun reviu-reviu. 

3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait 

penyelenggaraan  pemerintahan di Kabupaten Mojokerto. 

4. Adanya perubahan nomenklatur Program/KegiatanSub Kegiatan dari 
Pemerintah Pusat. 

5. Kemampuan untuk meningkatkan Nilai Survei Integritas yang dilakukan   

oleh KPK-RI tiap tahunnya. 

6. Adanya Pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020, sehingga menambah 

tugas Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Bidang Pengawasan. 

B. Peluang 

1. Mendapatkan dukungan dari Bupati Mojokerto terhadap pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Inspektorat. 

2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan 
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dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi         

Nasional (Stranas) KPK-RI. 

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi 

pengelolaan keuangan daerah. 

4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait 

penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di     

Kabupaten Mojokerto. 

5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan 

masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih 

optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-

APH. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Perangkat Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun   2017   tentang   Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa 

pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang 

terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016, 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dibentuk berdasarkan, merupakan unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara 

teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai 

adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 
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Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas  

dan Sasaran Pembangunan Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Penguatan Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto yang bersih 
melalui pengawasan yang 
belum efektif. 
 

1.1 Tata kelola 
birokrasi belum 
optimal 
 

1.1.1 Kualitas 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 
anggaran serta 
pelaporan kinerja 
belum optimal. 
 

1.1.2 Kepatuhan 
pengelola 
keuangan, 
kepegawaian dan 
barang terhadap 
ketentuan belum 
optimal. 
 

1.2 
 

Kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang berintegritas, 
akuntabel, bersih, 
dan transparan 
belum optimal  
 

1.2.1 Penguatan integritas 
ASN yang belum 
optimal 

1.2.2 Penguatan SPIP di 
masing-masing 
Perangkat Daerah 
belum optimal. 
 

1.2.3 Sistem pengawasan 
yang belum efektif  

1.3 Kapabilitas APIP 
yang belum 
komitmen dan 
berintegritas 

 

1.3.1 Penyusunan 
perencanaan 
pengawasan yang 
belum berbasis resiko 
 

1.3.2 Komitmen pemimpin 
dalam melaksanakan 
pengawasan berbasis 
resiko 
 

Sumber. Inspektorat 2021 

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa 

mendatang. 
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 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih 
Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi 

Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang 

ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah 

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui 

Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia.  

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-

2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai 

upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut 

dengan misi. Adapun misi Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang 

dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan; 

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan; 

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, 

Bersih, Transparan; 

4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian 

lingkungan. 

Di antara misi-misi utama tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ketiga, yaitu: 

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, 

Bersih, Transparan” 

 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

selama periode 2016–2021 masih dijumpai adanya beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil 
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pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya 

keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 

2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten 

Mojokerto belum berbasis resiko. 

3) Belum terlaksananya audit kinerja yang menjadi salah satu tuntutan dari 

peningkatan level Kapabilitas APIP. 

4) Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan 

yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor 

Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan 

pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya. 

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan 

dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di 

masa mendatang. 

 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis  

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis 

perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten 

Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai 

lingkungan hidup strategis karena Inspektorat hanya menjalankan 

kegiatan pengelolaan dibidang pengawasan. 

 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten 

Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih  

berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang 

berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam 

peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi 

pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan 

akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di 

Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten 

Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini: 

1. Penguatan birokrasi yang bersih;  
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2. Penguatan integritas ASN; 

3. Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;  

4. Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah; 

5. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;  

6. Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan 

7. Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian tak terpisahkan dari 

manajemen Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab moral 

terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, 

guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD, perlu ditetapkan tujuan dan 

sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke 

depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan 

progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil 

yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih  

pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan. 

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026, Inspektorat selaku APIP 

mengemban salah satu misi yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan 

yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”. Untuk mendukung misi 

tersebut, Inspektorat merumuskan tujuannya yaitu “Terwujudnya Penguatan 

Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif” dengan indikator 

tujuan Nilai Survey Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh 

KPK-RI. 

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

Inspektorat yaitu: 

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat; dan 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, 

akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP. 

Sasaran tersebut di atas akan diukur dengan indikator sasaran sebagai 

berikut: 

1. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat; dan 

2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 
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Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
 

Terwujudnya Penguatan 
Birokrasi yang bersih melalui 
pengawasan yang efektif 

Nilai Survey 
Penilaian 
Integritas 

  70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 

   Terwujudnya Tata Kelola 
Birokrasi Inspektorat 

Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berintegritas, akuntabel, 
bersih, dan transparan serta 
meningkatnya Kapabilitas 
APIP 

Nilai Maturitas SPIP 3 3,1 3,3 3,4 3,5 

Sumber: Perencanaan, 2021 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun 

strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yaitu: 

Upaya pengembangan sistem pengawasan  yang efektif untuk menghasilkan 

birokrasi  yang akuntabel, bersih dan berintegritas. 

Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat: 

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran 

serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis;  

2. Memonitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran 

untuk program dan kegiatan;  

3. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan 

sampai pertanggungjawaban laporan keuangan;  

4. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah ;  

5. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower 

System (WBS);  

6. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait 

pemahaman terhadap ketentuan yang ada;  

7. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif   

8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah.  

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah 

Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada periode 

lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini:
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Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

 
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui 

Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, 
Transparan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 
Tujuan 3 
Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan 
yang berintegritas, 
akuntabel, bersih, 
transparan dan 
optimalisasi 
penerimaan PAD 
melalui 
peningkatan 
potensi sumber-
sumber 
pendapatan 
daerah 

Sasaran 4 
Terwujudnya 
Penguatan 
Birokrasi yang 
bersih melalui 
pengawasan 
yang efektif 

Strategi 5  
Upaya pengembangan 
sistem pengawasan  yang 
efektif untuk 
menghasilkan birokrasi  
yang akuntabel, bersih 
dan berintegritas 

a. Meningkatkan kualitas 
penyusunan dokumen 
perencanaan dan 
anggaran serta 
pelaporan kinerja 
berdasarkan sasaran 
strategis; 

b. Memonitoring 
pencapaian sasaran 
strategis atas 
penggunaan 
anggaran untuk 
program dan 
kegiatan; 

c. Meningkatkan 
penjaminan mutu 
melalui reviu mulai dari 
perencanaan sampai 
pertanggungjawaban 
laporan keuangan; 

d. Meningkatkan kualitas 
implementasi SPIP 
pada Perangkat 
Daerah ; 

e. Meningkatkan integritas 
ASN melalui Zona 
Integritas dan Whistle 
Blower System (WBS); 

f. Memberikan klinik 
konsultasi/pembinaan 
kepada pengelola 
keuangan terkait 
pemahaman terhadap 
ketentuan yang ada; 

g. Meningkatkan sistem 
pengawasan yang 
efektif; dan 

h. Meningkatkan kualitas 
aparatur pengawasan 
pada perangkat 
daerah. 
 

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah, 2021
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 
PENDANAAN 

 
 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan 

kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah 

rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun 

(2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran 

dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap 

mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat 

Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari 

masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai 

sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan 

kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang 

dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto 

dalam lima tahun mendatang. 

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan 

strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten 

Mojokerto dan berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Inspektorat 

Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 

berikut. 
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Tabel 6. 1 
(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat 

Kabupaten Mojokerto di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. 

 
Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 
RPJMD 

 
No Indikator sesuai 

Tugas dan 
Fungsi 

Perangkat 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

Periode 
RPJMD 

Target Capaian setiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir 
Periode 
RPJMD 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

 INDIKATOR 
SASARAN 
RPJMD / 
INDIKATOR 
TUJUAN 
INSPEKTORAT 

 
 
 
 
 

      

1 Nilai Survey 
Penilaian 
Intregitas 

70 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,5 

  INDIKATOR 
SASARAN 

                

2 Nilai Reformasi 
Birokrasi 
Inspektorat 

70 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,5 

3  Nilai Maturitas 
SPIP 

2,925 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 

  INDIKATOR 
PROGRAM 

              

6 Nilai Hasil 
Evaluasi SAKIP 
Inspektorat 

83,12 83,14 83,16 83,18 83,20 83,22 83,22 
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7 Persentase 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pengawasan 

86% 87% 87% 88% 88% 89% 89% 

 8 Level 
Kapabilitas 
APIP 

2+ 3 3 3 3+ 3+ 3+ 

Sumber. Inspektorat, 2021 

 
 

 

Indeks integritas kementerian dan pemerintah daerah merupakan hasil dari 

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau 

lembaga survey lainnya yang ditunjuk oleh KPK RI. SPI merupakan bentuk penilaian 

yang dilakukan KPK dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan 

pengalaman secara langsung maupun tidak langsung terkait praktek transparansi, 

akuntabilitas, dan budaya antikorupsi suatu institusi dalam menjalankan   tugasnya. 

Terdapat 4 (empat) poin yang menjadi perhatian SPI, yaitu: 

1. budaya antikorupsi di masing-masing lembaga, meliputi isu keberadaan calo, 

kejadian nepotisme, kejadian suap, kejadian gratifikasi, dan indikasi adanya 

penyalahgunaan wewenang; 

2. pengelolaan anggaran, di antaranya korupsi pada pengadaan barang dan jasa, 

potensi penyelewengan perjalanan dinas, dan potensi penyelewengan 

keuangan; 

3. pengelolaan sumber daya manusia, di antaranya praktik jual beli jabatan, dan 

nepotisme dalam rekruitmen; 

4. sistem antikorupsi yang diterapkan di setiap instansi, di antaranya sosialiasasi 

antikorupsi, penegakan hukum bagi pelaku korupsi di instansi, serta 

perlindungan pelapor antikorupsi. 
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Penilaian integritas menjadi alat untuk mengidentifikasi area rentan korupsi 

dan indikator keberhasilan kegiatan antikorupsi. Selain itu, hasil SPI bisa menjadi 

dasar kebijakan antikorupsi di masing-masing instansi. Sehingga, dengan 

dilaksanakannya penilaian integritas ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran akan risiko korupsi serta mendorong perbaikan sistem dalam suatu 

instansi. 

Survei penilaian integritas pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto 

dilaksanakan pada tahun 2021 oleh KPK RI. Dan Survei Penilaian Integritas akan 

dilakukan setiap tahun, sehingga dapat ditetapkan target capaian indeks integritas 

Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 di atas. 




